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PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, mengharuskan instansi
pemerintah penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi ekspektasi masyarakat yang semakin
tinggi. Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional berkomitmen untuk terus
menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.
Upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan
masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan kegiatan pengukuran secara
komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh
penyelenggara pelayanan publik yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No.14 Tahun
2017.

Selain itu sebagai tindak lanjut surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
reformasi Birokrasi Nomor 4 tahun 2023 tentang pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas, maka
diperlukan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)
sebagai upaya mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik
yang prima. SPKP dan SPAK dilakukan terhadap pengguna layanan (pemangku kepentingan) dari
unit/satuan kerja instansi Pemerintah.

Pelaksanaan SPKP, SPAK dan SKM dilakukan terhadap 4 (empat) layanan yang ada di
Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) yaitu (1) penyediaan
baku pembanding kimia, (2) penyediaan baku mikroba, (3) uji profisiensi, (4) pelatihan teknis
laboratorium, dan (5) pengujian obat dan makanan.

Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) sebagai unit
pelayanan publik melaksanakan SPKP dan SPAK dengan tujuan memberikan gambaran persepsi
anti korupsi secara umum pada setiap Unit Kerja, memberikan gambaran persepsi pengguna
layanan kualitas pelayanan publik secara umum untuk setiap Unit Kerja dan nilai hasil survei
eksternal akan digunakan untuk memenuhi penilaian dalam komponen hasil pada Lembar Kerja
Evaluasi ZI. Sedangkan pelaksanaan SKM bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan aparatur
pemerintah kepada masyarakat secara berkala, bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan dalam
rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, mampu memacu peningkatan kualitas pelayanan
publik PPPOMN dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap PPPOMN.

Laporan ini bertujuan memberikan gambaran umum pelayanan publik di PPPOMN yang
ditangani dengan cepat, transparan, dan akuntabel untuk mendorong peningkatan kinerja
pelayanan publik di PPPOMN.
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1.2. Dasar hukum
Dasar hukum pelaksanaan SPKP, SPAK, dan SKM adalah sebagai beriku:

1.

Undang-undang No0.25/2009 tentang pelayanan publik. Pasal 38 yang berbunyi
Penyelenggara negara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan
pelayanan publik secara berkala

PermenPAN dan RB No. 14/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Surat edaran Menpan No.4 Tahun 2023 tentang pengusulan dan evaluasi zona integritas
2023

ISO 9001:2015 yang diterapkan BPOM. Klausul 9.1.2 Kepuasan Pelanggan

Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Nomor
HK.02.02.10.03.25.37 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan
PPPPOM

1.3 Manfaat
Manfaat pelaksanaan SPKP, SPAK dan SKM adalah:

1.

Diketahui kelemahan/kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraa
pelayanan publik;

Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan
publik secara periodik

Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu
dilakukan atas hasil survei kepuasan Masyarakat

Diketahui indeks kepuasan Masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan
pelayanan publik

Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan dalam Upaya peningkatan
kinerja pelayanan

Manfaat bagi Masyarakat dapat mengetahui gambaran tentang kinerja unit penyelenggara

pelayanan publik

1.4 Ruang lingkup

1.
2.

Periode pelaksanaan Survei kepuasan Masyarakat adalah 1 Januari s.d 31 Januari 2025

Pelaksanaan survei dilakukan terhadap 5 (lima) layanan yang ada di Pusat Pengembangan
Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) yaitu (1) penyediaan baku pembanding
kimia, (2) penyediaan baku mikroba, (3) uji profisiensi, (4) pelatihan teknis laboratorium, dan

(5) penguijian obat dan makanan.

1.5 Sasaran, keluaran dan indikator keluaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



1. Sasaran
Sasaran kegiatan adalah meningkatnya kepuasan dan kepercayaan stakeholder terhadap
layanan publik PPPOMN

2. Keluaran
Bahan pertimbangan dan evaluasi dalam menentukan kebijakan dan strategi peningkatan
pelayanan

3. Indikator Keluaran
IPKP, IPAK, dan IKM (indeks kepuasan Masyarakat) terhadap layanan publik di PPPOMN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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METODOLOGI SURVEI

2. 1 Metodologi Survei
Pelaksanaan SPKP, SPAK, dan SKM di PPPOMN mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor
14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit

penyelenggara pelayanan publik dan Surat Inspektur Utama Nomor B-PI1.06.06.7.01.26.13 tentang

pelaksanaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Tahun

2026. Metode survei adalah sebagai berikut :

1. Pertanyaan survei mencakup :

Persepsi kualitas pelayanan yaitu persyaratan; Sistem, mekanisme, dan prosedur; waktu
penyelesaian; biayaltarif;, produk spesifikasi jenis layanan; kompetensi pelaksana;
perilaku pelaksana; Penanganan pengaduan, saran dan masukan; dan sarana dan
prasarana.

Persepsi anti korupsi yaitu aspek integritas, Tindakan diskriminasi, indikasi kecurangan
pelayanan, pemberian imbalan diluar ketentuan yang berlaku, praktik pungutan liar, dan

praktik percaloan.

2. Pelaksanaan SPKP, SPAK dan SKM adalah setiap bulan menggunakan link survei berbasis

google drive dengan nama SIKEPO (Sistem Informasi Kepuasan Pelanggan Online) dengan

nk survei bit.ly/SurveiPPPOMN. Pelanggan layanan publik PPPOMN diminta untuk mengisi

link tersebut setelah menerima layanan 100%. Isi survei SKM pelanggan PPPOMN

mengadopsi dari template Survei Kepuasan Masyarakat dari Kemenpan RB.

3. Survei dilakukan secara online terhadap 4 (empat) layanan dengan memberikan link kepada

responden masing-masing layanan sebagai berikut:

Penyediaan baku pembanding kimia : https://bit.ly/skmbakupembanding
Penyediaan baku mikroba : https://bit.ly/skmbakumikroba

Uji profisiensi : https://bit.ly/skmuijiprofisiensi

Pelatihan teknis laboratorium : https://bit.ly/skmpelatihanteknislab

Pengujian Obat dan Makanan : https://bit.ly/skmpengujianpppomn

4. Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)

Persepsi Kualitas Pelayanan dipengaruhi oleh delapan variabel, yaitu:

a.Informasi Layanan;
b.Persyaratan Layanan;
c.Prosedur Layanan;
d.Jangka Waktu Layanan;
e. Tarif/Biaya;
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f. Sarana Prasarana Layanan;
g.Profesionalisme Petugas; dan
h.Layanan Pengaduan.

Responden diminta untuk memberikan penilaian dengan memberikan skala 1-6
yaitu semakin besar angka yang diberikan menandakan bahwa responden semakin
puas dengan layanan yang diberikan. Adapun skala yang dipergunakan adalah skala
interval, yaitu dalam skala tersebut terdapat keteraturan, perbedaaan antar skala
(jarak) bermakna dan sama.

Adapun pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk menilai persepsi
kualitas pelayanan sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Pertanyaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan

Pilihan
No. Variabel Pertanyaan Jawaban
1. | Persyaratan Bagaimana penilaian Saudara 1s.d6
Layanan mengenai  kemudahan  pemenuhan
persyaratan pelayanan?
2. | Prosedur Bagaimana penilaian Saudara 1s.d6
Layanan mengenai kemudahan prosedur/alur
pelayanan?

3. | Jangka Waktu | Apakah menurut penilaian Saudara, 1s.d6
waktu pelayanan dilaksanakan sesua

Layanan
dengan ketentuan?

4. | Jangka Waktu | Apakah menurut penilaian Saudara 1s.d6
jangka waktu penyelesaian pelayanan

Penyelesaian . _
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan?

Layanan

5. | Jangka Waktu | Bagaimana penilaian  Saudara 1s.d6
mengenai respon/kecepatan petugas

Respon Layanan @ =
atau aplikasi sistem dalam pelayanan?

6. | Tarif/Biaya Bagaimana penilaian  Saudara 1sd6
mengenai kejelasan informasi tentang
biaya pelayanan?

7. | Persyaratan Bagaimana penilaian Saudara 1s.d6
mengenai kesesuian produk/jasa
layanan antara yang tercantum dalam
standar pelayanan dengan hasil yang
diberikan?

Layanan
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8. | Profesionalisme Bagaimana penilaian Saudara 1 sd6
mengenai kompetensi petugas dalam

Petugas
pelayanan?

5. Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)
Persepsi Anti Korupsi dipengaruhi oleh lima variabel, yaitu:
a.Diskriminasi Layanan;
b.Pelayanan Sesuai Dengan Prosedur;
c.Penerimaan Imbalan;
d.Pungutan Liar; serta
e.Percaloan.

Responden diminta untuk memberikan penilaian dengan memberikan skala 1-6,
yaitu semakin besar angka yang diberikan menandakan bahwa responden semakin
setuju dengan pernyataan yang diberikan. Adapun skala yang dipergunakan adalah
skala interval, yaitu dalam skala tersebut terdapat keteraturan, perbedaaan antar skala
(jarak) bermakna dan sama.

Adapun pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk menilai persepsi

anti korupsi sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Pertanyaan Survei Persepsi Anti Korupsi

No. Variabel Pertanyaan Pilihan
Jawaban
1. |Diskriminasi Petugas memberikan layanan (1 s.d6
Layanan tanpa diskriminasi

2. |Pelayanan Sesuai |Petugas memberikan pelayanan sesuai|1 s.d 6
dengan Prosedur prosedur dan tanpa indikasi

Kecurangan

3. |Penerimaan Imbalan [Pelayanan yang diberikan tanpa 1s.d6
praktik pemberian imbalan
uang/barang

4. |Pungutan Liar Pelayanan pada unit ini tanpa 1s.d6

praktik pungutan liar (pungli)

5. |Percaloan Pelayanan pada unit ini tanpa 1s.d6
praktik percaloan/perantara/biro
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Hasil SPKP dan SPAK dalam bentuk Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)
dan Indek Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dengan skala 4 (empat) menjadi nilai dari

komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima”.
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yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



1.

BAB Il
ANALISIS HASIL SURVEI

Analisis hasil survei
a. IPKP (Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik)
Hasil SPKP pada bulan Januari 2026 adalah sebagai berikut:
Bulan u1 U2 U3 U4 us ué u7 U8 | IPKP
Januari 394 | 3,78 |383 |383 |383 [383 [383 389 |3,85

Analisis:

1. Gambaran Umum Capaian

Secara keseluruhan, Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) mencapai angka 3,85.
Dalam skala likert 1-4, nilai ini masuk ke dalam kategori "Sangat Baik". Hal ini
mengindikasikan bahwa unit layanan telah berhasil memenuhi ekspektasi pengguna
layanan di hampir seluruh aspek penilaian.

2. Analisis Unsur Layanan (Strengths & Weaknesses)

Berdasarkan data yang ada, analisis per indicator adalah sebagai berikut:

e Skor Tertinggi

o Persyaratan Layanan (3,94).. Masyarakat menilai persyaratan yang diminta
sangat sesuai, mudah dipenuhi, dan informasinya jelas.

e Skor Terendah (Area Perbaikan):

o Prosedur Layanan (3,78): Meskipun masih dalam kategori baik, ini adalah titik
terendah dibanding unsur lain. Hal ini menunjukkan adanya sedikit keluhan
terkait alur birokrasi yang mungkin dirasa masih bisa dibuat lebih ringkas atau
kurang efisien dibanding kejelasan syaratnya.

¢ Konsistensi Layanan :

o Indikator Jangka Waktu (Respon & Penyelesaian) serta Tarif/Biaya berada di

angka stabil 3,83. Ini menunjukkan adanya kepastian layanan yang terjaga

secara sistematis.

b. IPAK (Indeks Persepsi Anti Korupsi)
Hasil SPAK menunjukan bahwa nilai IPAK adalah 3,99. Hal ini menunjukkan bahwa

PPPOMN sudah mengimplementasikan sebagai instansi pemerintah yang bersih dan

akuntabel.
Bulan P1 P2 P3 P4 P5 IPAK
Januari 4,00 3,94 4,00 4,00 4,00 3,99
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Analisis:

Berdasarkan hasil evaluasi, PPPOMN berhasil mencapai skor akhir yang sangat baik,
yaitu 3,99 dari skala maksimal 4,00. Pencapaian ini menempatkan kualitas integritas
layanan dalam kategori Sangat Baik/Sangat Bersih.

Secara mendalam, kepercayaan publik terhadap komitmen anti-korupsi terlihat dari
perolehan skor sempurna 4,00 pada empat indikator utama, yaitu: ketiadaan
diskriminasi dalam pelayanan, bersih dari penerimaan imbalan/gratifikasi, bebas dari
praktik pungutan liar, serta nihilnya praktik percaloan. Hal ini menunjukkan bahwa
sistem pengawasan dan budaya integritas yang kita terapkan telah berjalan sangat
efektif di lapangan.

Adapun pada indikator pelayanan yang sesuai dengan prosedur yaitu skor 3,94.
Meskipun angka ini masih berada pada level yang sangat tinggi, hal tersebut
memberikan ruang untuk melakukan evaluasi guna memastikan seluruh alur birokrasi
dapat dipahami dengan lebih transparan dan mudah oleh masyarakat. Secara
keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa PPPOMN memiliki fondasi moral dan

profesionalisme yang sangat kuat dalam melayani publik tanpa celah penyimpangan.

c. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
Hasil IKM layanan di PPPOMN pada bulan Januari adalah 97,38. Nilai 97,38 menunjukkan
bahwa mutu pelayanan PPPOMN sangat baik (kategori A).
Bulan u1 u2 u3 U4 us ué6 u7 us u9 IKM
Januari 98,61 | 98,61 | 95,83 | 97,22 | 97,22 | 98,61 | 98,61 | 95,83 | 95,83 | 97,38

Analisis:

Berdasarkan hasil evaluasi kepuasan publik, PPPOMN berhasil meraih nilai Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 97,38. Pencapaian ini menunjukkan bahwa
kualitas pelayanan publik yang diberikan berada pada kategori Sangat Baik, dengan
tingkat kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi terhadap performa instansi.

Poin kekuatan utama terletak pada aspek Persyaratan, Sistem/Prosedur, serta
Kompetensi dan Perilaku Pelaksana yang semuanya meraih skor tinggi sebesar
98,61. Hal ini mencerminkan bahwa petugas layanan tidak hanya menguasai
tugasnya secara profesional, tetapi juga menunjukkan integritas perilaku yang sangat
dihargai oleh pengguna layanan. Selain itu, transparansi mengenai biaya dan
spesifikasi jenis pelayanan juga dinilai sangat baik oleh masyarakat dengan skor
97,22.

Di sisi lain, meskipun masih dalam kategori sangat memuaskan, aspek Waktu

Penyelesaian, Penanganan Pengaduan, serta Sarana dan Prasarana mendapatkan
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skor 95,83. Angka ini menjadi catatan positif sekaligus peluang untuk terus melakukan
modernisasi fasilitas dan mempercepat respons terhadap masukan masyarakat guna
mencapai standar pelayanan yang paripurna. Secara keseluruhan, hasil IKM ini
membuktikan komitmen kuat dalam memberikan pelayanan prima yang akuntabel dan
berorientasi pada masyarakat.

2. Tindak Lanjut dan Evaluasi Saran dan Masukan

Rencana aksi, tindak lanjut hasil survey dan pemantauan/evaluasi terdapat pada
Lampiran 2.

3. Kesimpulan
Dari hasil monitoring dan evaluasi hasil survey pelanggan pada bulan Januari 2026,

maka dapat disimpulkan PPPOMN telah menerapkan pelayanan prima, pelayanan yang
bersih dan akuntabel serta mutu pelayanan yang sangat baik.

Mengetahui, Jakarta, 6 Februari 2026
Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Ketua Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan
Obat dan Makanan Nasional Publik PPPOMN

Mimin Jiwo Winanti, S.Si, Apt Cita Tri Aryuni, STP, S.Si, Apt.,M.Si
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Lampiran 1. Data Responden

=
o

Tanggal Survei

15/01/2026 14:21

15/01/2026 14:28

30/01/2026 12:35

30/01/2026 12:56

30/01/2026 12:58

30/01/2026 13:01

30/01/2026 13:04

30/01/2026 13:07

O 00| N| O O & W N| =

30/01/2026 14:37

-
o

30/01/2026 14:40

—_
—_

30/01/2026 14:41

—_
N

30/01/2026 14:44

Nama Usia Jenis Kelamin Pendidikan Pekerjaan
33 | Perempuan S1 PNS/TNI/Polri
30 | Perempuan S1 Pegawai swasta
34 | Perempuan S2/Profesi/S3 | Pegawai swasta
38 | Perempuan S2/Profesi/S3 | PNS/TNI/Polri
38 | Perempuan S1 PNS/TNI/Polri
35 | Perempuan D1/D2/D3 PNS/TNI/Polri
35 | Perempuan S2/Profesi/S3 | PNS/TNI/Polri
36 | Perempuan S2/Profesi/S3 | PNS/TNI/Polri
34 | Perempuan S1 Pegawai swasta
29 | Perempuan S2/Profesi/S3 | PNS/TNI/Polri
34 | Perempuan S2/Profesi/S3 | Pegawai swasta
35 | Laki-laki D1/D2/D3 Pegawai swasta
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Lampiran 2. Rencana Aksi/Tindak Lanjut Saran dan Masukan

No S ETATELOTE Saran/masukan pelanggan Rencana Aksi/Tindak Lanjut Timeline Penanggung
layanan Jawab
1 Januari Agar baku pembanding yang kosong dapat di Saat ini telah dilakukan pembaharuan aplikasi 2026 PPPOMN
infokan atau ditambahkan menu pada aplikasi Infalabs oleh Pusdatin sehingga Informasi
infalabs untuk mengetahui baku pembanding ketersediaan baku pembanding telah terdapat di
yang sedang kosong. halaman awal infalabs dan menu pemesanan baku
pembanding. Baku pembanding yang kosong atau
tidak tersedia, tidak akan muncul pada kolom
pencarian untuk memudahkan pelanggan dalam
mengetahui ketersediaan baku pembanding yang
ada di Infalabs
Data Dukung
SIS B 25 infalabs.pom.go.id Q o ® 0

PPPOMN (EN

Beranda Baku Pembanding Kultur Mikroba

Uji Profisiensi

Hewan Uji Tarif Pengujian Kalibrasi Pelatihan Pihak Ke - 3 Lot-Release

Daftar Baku Pembanding Tahun 2026

Berdasarkan Peraturan Menter Keuangan nomor 73 Tahun 2024, tentang Jenis dan Tanf atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Badan
Pengawas Obat dan Makanan, harga yang di tetapkan untuk masing-masing jenis baku pembanding adalah Rp. 500.000 (ima ratus ribu) rupiah

v entries

N okl

Alopurinol

Oktokriien (HABIS)
Asam benzoal (HABIS)
L-asam laktat
1,2-Dikioroetan

Leuproreiin asetat

No. Kontrol

80222028 208028 Kuantitatif

AB0119185 Kuantitatif

80220244 Kuantitatif

50120304 Kuantitatif
AB0121602 Kuantitatif

B0124780 Kuantitatif

3,4-Diaminotoluen
Kiortalidon
L-triptofan

Oksetakain

Showing 1 to 10 of 919 entries

80118046 Kuantitatit

B0119377 Kuantitatif

AB0119183 Kuantitatif

B0120402 Kuantitatif
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Contoh baku pembanding
yang tidak dapat dipesan
karena stok tidak tersedia




25 infalabs.pom.go.id/#bakupembanding

PPPOMN ENn Beranda Baku Pembanding Kultur Mikroba UJji Profisiensi Hewan Uji Tarif Peng P Pihak Ke - 3 Lot-Release

Daftar Baku Pembanding Tahun 2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 73 Tahun 2024, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penernimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifatl Volatil yang Berlaku pada Badan
Pengawas Obat dan Makanan, harga yang di tetapkan untuk masing-masing jenis baku pembanding adalah Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah

Search: | 2 anof

No. No. Kontrol Ket.
Nomor |& Nama Baku Uji Keterangan Kontrol Sebelumnya Pengujian Ketersediaan

775 2,2, 2-Trichioroethanol Sigma Aidrich STBK9669 - baku Internal Tidak Tersedia

Showing 1 to 1 of 1 entries (fiitered from 919 total entries)

Contoh 2,2,2-trichloroethanol pada halaman
awal infalabs terdapat keterangan “Tidak

List Baku Pembanding Tersedia”

Show 10 v entries

nm-mm Pada menu form pemesanan baku

No matching records found pembanding, baku yang tidak tersedia tidak

Showing 0 t0.0of 0 entries (filtered from 811 total entries «oe e | dapat dilakukan pencarian dan tidak
dilakukan pemesanan

yang diterbitkan oleh Balal Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandl Negara (BSSN).






